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PENGERTIAN lllelaporkan hasil kekayaan Aparatur Sipil Negara/ASN melalui website /on line
SHARf|A dan atau melalui emailelhkpn @kpk.go.ld/httpi//elkpn.kpk.go.id dan kepada
oihak-oihak terkait vano memerlukan dalam satu tahun ( LHKPN DAN LHKASN)

TUJUAN
untuk melaksanaka kewajiban sebagai Apantur Sipil Negara /ASN di Lingkungan
Pemeintah Provinsi Kalimantan Barat

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014lentang ASN
2, Peraturan Peme ntah Nomor 1l Tahun 2017 tenlang Manajemen PNS
3. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999, Tentang penyelengaEan Negam
4. . Peraluran Kepala BPKP Nomor 19 Tahu 2016 waiib lapor LHKPN dan LHKASN
5. Surat Edaran PAN-RB nomor 54 tahun 2019 LHKASN
6. Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2015 tenhng kewajiban menyampaikan

LHKASN di Linokun0an Instansi Pemerintah

PROSEDUR

Aparatur Sipil Negaa /ASN yang bersangkutan mengisi langsung Ke websile sihadG
dengan terlebih dahulu rnenyiapkan dokumen-dokumen yang harus disipakan untuk
mengisidata LHKASN anhra lain :

. 1, KTP
2. KK
3. STNK
4. Sertifikat Tanah
5. Gaii pokok saat ini
6, NPWP
7. SK penempatan saat ini
8. Email/Password
L SK Pangkatterakhir
10. Lain-lain data pendukung

Setelah diisi semua ,bukti telah mengisi LHKPN dan LHKPASN di pdf kan dikhim ke
Ke Kasie Hukum, Humas dan Pemasaran atau Kasubag Umum dan ApaEtur untuk
diverifikasi dan disamDaikan ke lnsoektorat

UNITTERMIT

Sub Baqian Umumdan ApaEtur
Kasie Hukum Humasdan Pemasaran
lnsoeKorat Prov. Kalimanhn Barat
Kasubag/kasie, ka.lnsblasi,Ka Ruangan
PNS vanq beBanokutan


